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Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

Gorontalo Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 

sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD 

Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2026; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 44210); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

aansanggar@gmail.com
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sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6841); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 

Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 
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Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan 

Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur 

Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6847); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 

tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6883); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6906); 

18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 

2017 tentang Pengelompokan Kemampuan 

Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1067); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 

2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, 

Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 

2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

431); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 

2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
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Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2026; 

23. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 

Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01); 

24. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 

Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo 

Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Nomor 01); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 

Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran 

Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 Nomor 8); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2026. 

 

Pasal 1 

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

  

Pasal 2 

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar 

Rp1.537.760.951.272 (satu trilyun lima ratus tiga puluh tujuh milyar tujuh 

ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh 

puluh dua rupiah), yang bersumber dari: 

a. Pendapatan asli daerah; 

b. Pendapatan transfer; dan 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

 

Pasal 3 

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf a direncanakan sebesar Rp440.637.144.272 (empat ratus empat 

puluh milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh empat 

ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pajak daerah; 

b. Retribusi daerah; 
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c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp383.247.650.841 (tiga ratus delapan puluh tiga milyar dua ratus 

empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus empat 

puluh satu rupiah). 

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp42.363.093.431 (empat puluh dua milyar tiga 

ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh 

satu rupiah). 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.000.000.000 

(sebelas milyar rupiah). 

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.026.400.000 (empat milyar dua 

puluh enam juta empat ratus ribu rupiah). 

 

Pasal 4 

(1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf b direncanakan sebesar Rp1.096.723.807.000 (satu trilyun 

sembilan puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta delapan ratus 

tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 

b. Pendapatan transfer antar daerah. 

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.096.723.807.000 (satu trilyun 

sembilan puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta delapan ratus 

tujuh ribu rupiah). 

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah). 

 

Pasal 5 

(1) Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp400.000.000 (empat ratus 

juta rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pendapatan hibah; 

b. Dana darurat; 

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah). 

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rp0 (nol rupiah). 

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 

sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah). 

 

Pasal 6 

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar 

Rp1.621.306.664.181 (satu trilyun enam ratus dua puluh satu milyar tiga ratus 

enam juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh satu 

rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja operasi; 

b. Belanja modal; 

c. Belanja tidak terduga; dan 

d. Belanja transfer. 

 

Pasal 7 

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a 

direncanakan sebesar Rp1.368.764.077.272 (satu trilyun tiga ratus enam 

puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh puluh tujuh 

ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah),  yang terdiri atas: 

a. Belanja pegawai; 

b. Belanja barang dan jasa; 

c. Belanja bunga; 

d. Belanja subsidi; 

e. Belanja hibah; dan 

f. Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp825.024.190.005,99 (delapan ratus dua puluh lima milyar dua 

puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu lima rupiah koma sembilan 

sembilan sen). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp521.129.961.769,01 (lima ratus dua puluh satu 

milyar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu 

ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah koma nol satu sen). 
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(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 

sebesar Rp4.204.849.829 (empat milyar dua ratus empat juta delapan ratus 

empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah). 

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 

sebesar Rp0 (nol rupiah). 

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan 

sebesar Rp15.839.075.668 (lima belas milyar delapan ratus tiga puluh 

sembilan juta tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh delapan 

rupiah). 

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

direncanakan sebesar Rp2.566.000.000 (dua milyar lima ratus enam puluh 

enam juta rupiah). 

 

Pasal 8 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b 

direncanakan sebesar Rp92.446.948.425 (sembilan puluh dua milyar empat 

ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu 

empat ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja modal tanah; 

b. Belanja modal peralatan dan mesin; 

c. Belanja modal gedung dan bangunan; 

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; 

e. Belanja modal aset tetap lainnya; 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp8.350.000.000 (delapan milyar tiga ratus lima 

puluh juta rupiah). 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp13.128.681.985 (tiga belas milyar seratus 

dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus 

delapan puluh lima rupiah). 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c direncanakan sebesar Rp61.533.791.434 (enam puluh satu milyar 

lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat 

ratus tiga puluh empat rupiah). 

(5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.350.475.006 (sembilan milyar tiga 

ratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam rupiah). 

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

e direncanakan sebesar Rp84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah). 
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Pasal 9 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c 

direncanakan sebesar Rp6.774.907.615 (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh 

empat juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah). 

 

Pasal 10 

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d 

direncanakan sebesar Rp153.320.730.869 (seratus lima puluh tiga milyar 

tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu delapan ratus enam 

puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja bagi hasil; dan 

b. Belanja bantuan keuangan. 

(2) belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp152.694.730.869 (seratus lima puluh dua milyar 

enam ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu delapan 

ratus enam puluh sembilan rupiah). 

(3) belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp626.000.000 (enam ratus dua puluh enam juta 

rupiah). 

Pasal 11 

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar 

Rp83.545.712.909 (delapan puluh tiga milyar lima ratus empat puluh lima juta 

tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas: 

a. Penerimaan pembiayaan; dan 

b. Pengeluaran pembiayaan. 

 

Pasal 12 

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

huruf a direncanakan sebesar Rp100.481.096.153 (seratus milyar empat 

ratus delapan puluh satu juta sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh 

tiga rupiah), yang terdiri atas: 

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; 

b. Pencairan dana cadangan; 

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

d. Penerimaan pinjaman daerah; 

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; 

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 
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(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.481.096.153 

(seratus milyar empat ratus delapan puluh satu juta sembilan puluh enam 

ribu seratus lima puluh tiga rupiah). 

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah). 

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah). 

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

d direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah). 

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah). 

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah). 

 

Pasal 13 

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

huruf b direncanakan sebesar Rp16.935.383.244 (enam belas milyar 

sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua 

ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pembentukan dana cadangan; 

b. Penyertaan modal daerah; 

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; 

d. Pemberian pinjaman daerah; dan 

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah). 

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah). 

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.935.383.244 (enam belas 

milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu 

dua ratus empat puluh empat rupiah). 

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah). 
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(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah). 

 

Pasal 14 

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja 

daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp83.545.712.909 

(delapan puluh tiga milyar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua 

belas ribu sembilan ratus sembilan rupiah). 

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap 

pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp83.545.712.909 (delapan 

puluh tiga milyar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua belas 

ribu sembilan ratus sembilan rupiah). 

 

Pasal 15 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Gorontalo ini terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut 

Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, 

Belanja, dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II  Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 

Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah 

Berupa Uang, Barang,  yang Diterima Serta SKPD Pemberi 

Hibah; 

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi 

Bantuan Sosial Berupa Uang, Barang yang Diterima Serta 

SKPD Pemberi Bantuan Sosial; 

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan 

Keuangan Bersifat Umum dan Khusus yang Diterima Serta 

SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; 

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi 

Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. 

 

Pasal 16 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
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Pasal 17 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan 

lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

Pasal 18 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo. 
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